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ABSTRAK 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimanakah 

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dalam 

Praktek Perjanjian Fidusia Kepada Kreditur 

dan apakah Kelemahan-Kelemahan dalam 

Pemberian Perlindungan Hukum Bagi 

Kreditur pada Suatu Perjanjian Jaminan 

Fidusia. Dengan metode yuridis normatif 

disimpulkan bahwa: 1. Pelaksanaan 

perlindungan hukum bagi kreditur dalam 

suatu perjanjian jaminan fidusia lahir dari 

pembuatan Akta pembebanan jaminan 

fidusia yang dibuat secara notariil, dan 

terus dipertegas dengan pendaftaran ke 

Kantor Pendaftaran Fidusia demi 

mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. 

Dengan didaftarkannya jaminan fidusia 

maka asas publisitas terpenuhi ini 

merupakan jaminan kepastian hukum 

terhadap kreditur dalam pengembalian 

piutangnya dari debitur. 2. Adapun 

kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan 

perlindungan hukum bagi kreditur pada 

suatu perjanjian fidusia ialah masih 

banyaknya ditemukan dalam praktek di 

dunia usaha benda jaminan fidusia yang 

dibuat dengan akta notaris yang tidak terus 

didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia 

atau hanya dibuat berdasarkan akta di 

bawah tangan sehingga  akibatnya, 

eksekutorial dari akta tersebut hilang dan 

kreditur tidak mendapatkan hak 

preferennya. 

Kata kunci: fidusia 
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A. Latar Belakang 

Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui 

eksistensinya dengan adanya Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor: 42 

tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang 

telah diundangkan pada tanggal 30 

September 1999. Sebagaimana diketahui 

bahwa Jaminan Fidusia adalah hak 

agunan/jaminan atas benda bergerak yang 

berwujud maupun tidak berwujud, atau 

yang tidak dapat dibebani hak tanggungan 

menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh 

Penerima Fidusia yang terdaftar di Kantor 

Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan 

bagi pelunasan utang tertentu dan yang 

mempunyai hak untuk didahulukan 

daripada para kreditur lainnya.  

Dalam perjanjian jaminan fidusia, baik 

penerima fidusia maupun pemberi fidusia 

menurut undang-undang jaminan fidusia 

sama-sama diberikan perlindungan hukum, 

bagi pemberi perlindungan berupa adanya 

hak pakai atas benda jaminan, dan 

wanprestasi pemberi jaminan tidak akan 

menyebabkan benda jaminan berubah hak 

kepemilikannya. Dengan Undang-Undang 

Jaminan Fidusia maka, diberikannya hak 

preferen atas piutangnya dan berlakunya 

asas droit de suite atas benda jaminan, bagi 

pihak ketiga asas publisitas dalam 

perjanjian jaminan fidusia akan 

memberikan informasi terhadap benda-

benda yang difidusiakan. 

Namun menurut Pasal 11 Undang-

Undang Jaminan Fidusia mengatakan 

bahwa : 

1. Benda yang dibebani dengan Jaminan 

Fidusia wajib didaftarkan. 

2. Dalam hal benda yang dibebani dengan 

Jaminan Fidusia berada diluar Wilayah 

Negara Republik Indonesia, kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

tetap berlaku. 

  Sesuai dengan penjelasan tersebut, 

bahwa dengan perjanjian fidusia secara 

akta notariil tidaklah cukup, tetapi harus 
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didaftarkan, akta notariil merupakan akta 

otentik Dalam perjanjian fidusia akta 

notariil tanpa pendaftaran tidak 

memberikan hak preferent bagi penerima 

fidusia, demikian juga tidak ada pengaturan 

yang tegas dalam Undang-Undang Jaminan 

Fidusia mengenai siapa yang harus 

mengeksekusi benda jaminan fidusia, 

padahal benda jaminan fidusia merupakan 

benda bergerak yang sangat riskan 

perpindahannya, akibatnya penerima 

fidusia dalam penerapan di lapangan sulit 

melaksanakan asas droit de suite.Praktek 

yang terjadi, lembaga pembiayaan dalam 

melakukan perjanjian pembiayaan 

mencantumkan kata-kata dijaminkan 

secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat 

dalam akta notarill dan tidak didaftarkan di 

Kantor Pendaftaran Fidusia untuk 

mendapat sertifikat. Akta semacam itu 

dapat disebut akta jaminan fidusia dibawah 

tangan. Untuk akta yang dilakukan dibawah 

tangan biasanya harus diotentikan ulang 

oleh para pihak jika hendak dijadikan alat 

bukti sah, misalnya di pengadilan.
3
 

Kelemahan-kelemahan 

perlindungan tersebut di atas diperburuk 

dengan tindakan praktek penerapan 

perjanjian fidusia di lapangan, antara lain 

berupa tidak dilakukannya pendaftaran 

benda fidusia (hanya berhenti pada 

pembuatan akta otentik), dilakukannya 

negosiasi yang memberikan biaya 

tambahan bagi penerima fidusia pada saat 

mengeksekusi benda jaminan fidusia, 

sehingga sertifikat fidusia tidak 

memberikan pendidikan hukum dalam 

masyarakat. Tidak mengherankan akibat 

praktek damai demikian, kasus-kasus 

lamban dan susahnya eksekusi fidusia 

menjadi persoalan, misaInya pada 

beberapa Bank Perkreditan Rakyat 

perjanjian jaminan fidusia tidak efektif 

karena susahnya pelaksanaan eksekusi. 

                                                             
3
 Grace P. Nugroho, Tindakan Eksekutorial Terhadap 

Benda Objek Perjanjian Fidusia dengan Akta di 

Bawah Tangan,  

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan 

Hukum Dalam Praktek Perjanjian Fidusia 

Kepada Kreditur ? 

2. Apakah Kelemahan-Kelemahan dalam 

Pemberian Perlindungan Hukum Bagi 

Kreditur pada Suatu Perjanjian Jaminan 

Fidusia ? 

 

C.Metode Penelitian 

Metode pendekatan yang dilakukan 

adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu 

pendekatan dimana penelitian terutama 

dilakukan untuk meneliti hukum dalam 

pengertian ilmu hukum sebagai ilmu 

tentang kaedah atau apabila hukum 

dipandang sebagai sebuah kaedah yang 

perumusannya secara otonom tanpa 

dikaitkan dengan masyarakat, yang 

kemudian didukung dengan data-data 

sekunder yang diperoleh dari buku-buku, 

hasil-hasil penelitian, surat kabar, makalah, 

dan sebagainya.  

 

PEMBAHASAN 

A. Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagai 

Suatu Upaya dalam Melindungi 

Kreditur 

Undang-Undang Jaminan Fidusia 

bertujuan untuk memberikan suatu 

peraturan yang lebih lengkap dari yang 

selama ini ada, dan sejalan dengan itu 

hendak memberikan perlindungan yang 

lebih baik bagi para pihak yang 

berkepentingan. Dalam penjelasan atas 

Undang-Undang Jaminan Fidusia selain 

hendak menampung kebutuhan di dalam 

yang selama ini ada, juga hendak 

memberikan kepastian hukum kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan. Sejalan 

dengan prinsip memberikan kepastian 

hukum, maka Undang-Undang Jaminan 

Fidusia mengambil prinsip pendaftaran 

jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut 

diharapkan memberikan kepastian hukum 
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kepada pemberi dan penerima fidusia 

maupun kepada pihak ketiga. 

Beberapa asas yang dianut dalam 

Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah
4
 : 

- asas kepastian hukum; 

- asas publisitas; 

- asas perlindungan yang seimbang; 

- asas menampung kebutuhan praktek; 

- asas tertulis otentik; 

- asas pemberian kedudukan yang kuat 

kepada kreditur  

Jaminan Fidusia harus didaftarkan, 

seperti yang diatur dalam pasal 11 Undang-

Undang Jaminan Fidusia. Dengan adanya 

pendaftaran tersebut, Undang-Undang 

Jaminan Fidusia memenuhi asas publisitas 

yang merupakan salah satu asas utama 

hukum jaminan kebendaan. Ketentuan 

tersebut dibuat dengan tujuan bahwa 

benda yang dijadikan objek benar-benar 

merupakan barang kepunyaan debitur atau 

pemberi fidusia sehingga kalau ada pihak 

lain yang hendak mengklaim benda 

tersebut, ia dapat mengetahuinya melalui 

pengumuman tersebut.Pendaftaran 

jaminan fidusia dilakukan pada Kantor 

Pendaftaran Fidusia dilingkup tugas 

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi 

Manusia RI, dimana untuk pertama kalinya, 

kantor tersebut didirikan dengan wilayah 

kerja mencakup seluruh wilayah negara RI.  

Yang berhubungan dengan pendaftaran: 

1. Permohonan pendaftaran fidusia 

Penerima fidusia sendiri atau kuasanya 

atau wakilnya mengajukan ke Kantor 

Pendaftaran Fidusia yang memuat: 

a. Identitas pihak pemberi fidusia dan 

penerima fidusia yang meliputi nama 

lengkap; agama; tempat tinggal; tempat 

kedudukan; tempat dan tanggal lahir; 

jenis kelamin; status perkawinan, 

pekerjaan. 

                                                             
4
 Satrio J., hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, 

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,2002. 

b. Tanggal dan nomor akta jaminan fidusia, 

nama dan tempat kedudukan notaris 

yang membuat akta jaminan fidusia 

c. Data perjanjian pokok. 

d. Uraian mengenai benda yang menjadi 

obyek jaminan fidusia. 

e. Nilai penjaminan. 

f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan 

fidusia. 

 

2. Kantor Pendaftaran Fidusia Bertugas 

a. Mengecek data yang tercantum dalam 

pernyataan pendaftaran dan tidak 

melakukan penilaian kebenaran data 

yang tercantum dalam pernyataan 

pendaftaran fidusia. 

b. Mencatat jaminan fidusia dalam buku 

daftar fidusia pada tanggal yang sama 

dengan tanggal penerimaan 

permohonan pendaftaran.  

c. Menerbitkan dan menyerahkan sertifikat 

jaminan fidusia kepada penerima fidusia 

pada tanggal yang sama dengan tanggal 

penerimaan permohonan. 

 

3. Pendaftaran perubahan dalam sertifikat 

jaminan fidusia 

a. Penerima fidusia wajib mengajukan 

permohonan pendaftaran atas 

perubahan tersebut kepada kantor 

pendaftaran fidusia dengan 

melampirkan pernyataan perubahan 

pendaftaran yang memuat hal-hal yang 

diubah. 

b. Kantor pendaftaran wajib mencatat 

perubahan dalam daftar fidusia tanggal 

yang sama dengan tanggal penerimaan 

permohonan bahan, serta menerbitkan 

pernyataan perubahan yang 

merupakan yang tidak terpisahkan dari 

sertifikat jaminan fidusia. 

 

4. Tujuan Pendaftaran. 

Tujuan dari pendaftaran adalah 

memberikan kepastian hukum kepada 

penerima fidusia dan pemberi fidusia serta 

pihak ketiga yang berkepentingan. Segala 
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keterangan mengenai benda yang menjadi 

objek jaminan fidusia terbuka untuk umum, 

kecuali terhadap barang persediaan, 

melalui sistem pendaftaran ini diatur ciri-

ciri yang sempuma dari jaminan fidusia 

sehingga memperoleh sifat sebagai hak 

kebendaan (right in reni) yang ang asas 

droit de suit. 

 

5. Tempat Pendaftaran. 

Dalam Penjelasan pasal 11 Undang-

Undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa 

pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di 

tempat kedudukan pemberi fidusia, dalam 

hal ini adalah dilakukan pada Kantor 

Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak 

Asasi Manusia RI yang ada di setiap 

Provinsi, yang menjadi permasalahan 

adalah bagi pemberi fidusia yang 

kedudukannya jauh dari ibukota provinsi, 

hal tersebut akan menjadi permasalahan 

dalam pengecekan yang harus dilakukan 

oleh pihak ketiga yang beritikad baik. 

 

6. Kewajiban Pendaftaran 

Untuk pertama kali dalam sejarah 

hukum Indonesia, adanya kewajiban untuk 

mendaftarkan fidusia ke instansi yang 

berwenang kewajiban tersebut bersumber 

pada Pasal 11 dari Undang-Undang Jaminan 

Fidusia. Pendaftaran fidusia dilakukan pada 

Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat 

kedudukan pihak pemberi fidusia.  

Pendaftaran fidusia dilakukan terhadap 

hal-hal sebagai berikut: 

(1) Benda Objek Jaminan Fidusia yang 

berada di dalam negeri (Pasal 11 ayat 

(l)). 

(2) Benda Objek jaminan Fidusia yang 

berada di luar negeri (Pasal  11 ayat 

(2)). 

(3) Terhadap perubahan. isi Sertifikat 

jaminan Fidusia. (Pasal 16 ayat (1)). 

Perubahan ini tidak perlu dilakukan 

dengan akta notaris tetapi perlu 

diberitahukan kepada para pihak. 

 

7. Maksud dan Tujuan Pendaftaran 

Maksud pendaftaran, baik itu 

pendaftaran benda, hipotek maupun hak 

tanggungan dengan memperhitungkan asas 

publisitas yang biasanya dianut dalam 

pelaksanaan pendaftaran adalah agar pihak 

ketiga mempunyai kesempatan untuk tahu 

kalau mengenai pendaftaran benda, ciri 

benda yang didaftar dan kalau mengenai 

hipotek dan hak tanggungan, bahwa benda-

benda tententu terikat sebagai jaminan 

untuk keuntungan kreditur tertentu, untuk 

suatu jumlah tertentu, dengan janji-janji 

tertentu. 

Sudah bisa diduga, bahwa pendaftaran 

dimaksudkan agar mempunyai akibat 

terhadap pihak ketiga. Dengan 

pendaftaran, maka pihak ketiga dianggap 

tahu ciri-ciri yang melekat pada benda yang 

bersangkutan dan adanya ikatan jaminan 

dengan ciri-ciri yang disebutkan di sana, 

dan dalam hal pihak-ketiga lalai untuk 

memperhatikan/mengontrol 

register/daftar, maka ia tidak bisa 

mengharapkan adanya perlindungan yang 

berdasarkan itikad baik dan harus memikul 

risiko kerugian. 

Namun, sehubungan dengan adanya 

Kantor Pendaftaran Fidusia hanya terbatas 

di kota-kota besar dan hal itu membawa 

konsekuensi pada biaya yang harus 

dikeluarkan untuk pendaftaran dan 

checking daftar. Yang menjadi pertanyaan, 

apakah prinsip seperti itu bisa patut 

diterapkan pada fidusia? Apakah bisa patut 

diharapkan, bahwa orang yang hendak 

mengoper suatu benda tidak atas nama, 

akan mengadakan checking lebih dahulu ke 

Kantor Pendaftaran Fidusia yang mungkin 

letaknya cukup jauh sebelum menutup 

transaksi mengenai benda itu ? ini 

membawa konsekuensi yang cukup besar 

terhadap pihak-ketiga termasuk pemegang 

gadai yang beritikad baik. 

 

8. Pendaftaran Fidusia 
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Untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 11 

Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka 

diadakanlah Pendaftaran jaminan fidusia, 

yang menyediakan suatu register, yang 

berfungsi untuk menampung pendaftaran 

jaminan fidusia (Pasal 12 ayat (1)). Pasal 12 

sub 2 dan sub 4 dapat kita simpulkan, 

bahwa menurut rencana Kantor-kantor 

Pendaftaran seperti itu akan diadakan di 

berbagai tempat. Namun, untuk pertama 

kalinya kantor pendaftaran fidusia baru 

akan diadakan di jakarta, yang untuk 

sementara sebelum ada kantor-kantor yang 

lain wilayah kerjanya meliputi seluruh 

wilayah Indonesia. Bahwa nantinya akan 

diadakan kantor pendaftaran di tempat lain 

juga, kiranya adalah patut sekali ditinjau 

dari sudut jarak maupun biaya. 

Salah satu adalah masalah biaya dan 

berat ringannya biaya sedikit banyak 

tergantung dari besar nilai jaminan. Biaya 

yang sama, untuk jaminan yang nilainya 

kecil akan dirasakan lebih berat daripada 

jaminan yang besar.  

Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia 

berada di bawah Departemen Kehakiman 

dan Hak Asasi Manusia RI (Pasal 11 sub ayat 

(3)). Suatu hal penting yang disebutkan 

dalam penjelasan atas Pasal 11 yang tidak 

diatur dalam Pasal 11 itu sendiri adalah 

bahwa pendaftaran dilakukan di tempat 

kedudukan pemberi fidusia. Kata tempat 

kedudukan menarik perhatian kita, sebab 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 sub 

5 Undang-Undang Fidusia, pemberi fidusia 

bisa perseorangan maupun korporasi, 

padahal sebutan tempat kedudukan 

biasanya tertuju kepada suatu 

perseroan/perkumpulan, sedang untuk 

orang perorangan digunakan istilah 

"tempa���]vPP�oll��]�u�v_�atau "domisili". 

Menjadi pertanyaan, apakah dengan 

demikian penjelasan atas Pasal 11 berlaku 

untuk korporasi saja ? karena tidak ada 

dasar atau petunjuk mendukung pendirian 

seperti tersebut di atas, maka kita kiranya 

boleh menyimpulkan, bahwa pendaftaran 

fidusia dilakukan di kantor Pendaftaran 

fidusia yang wilayah kerjanya meliputi 

domisili/tempat kedudukan dari fidusia.  

Ketentuan ini baru penting kalau nanti 

ternyata diadakan kantor- kantor 

pendaftaran di luar yang disebutkan dalam 

Pasal 12 sub 2. Tidak dijelaskan alasan 

mengapa dipilih domisili dan pemberi 

fidusia sebagai patokan, padahal benda 

jaminan fidusia bisa berupa benda tetap 

(Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Fidusia) dan 

pada umumnya kalau menyangkut benda 

tetap, semua permasalahan yang 

menyangkut benda tetap berpegang 

kepada tempat di mana benda tetap itu 

berada. Mungkin menurut pertimbangan 

pembuat undang-undang, dengan 

penetapan seperti itu, biaya pendaftaran 

akan relatif lebih murah dan secara tidak 

langsung menguntungkan debitur/ pemberi 

fidusia.  

Perlu diingat, bahwa sekalipun 

permohonan pendaftaran dilakukan oleh 

kreditur penerima fidusia, tetapi sudah bisa 

bahwa biaya itu akan diperjanjikan menjadi 

beban pemberi fidusia. Bukankah dalam 

prakteknya para kreditur biasa 

memperjanjikan, bahwa biaya-biaya yang 

berhubungan dengan pengikatan jaminan 

ditanggung oleh debitur/pemberi jaminan. 

Namun demikian, domisili tersebut di 

atas jangan dikacaukan dengan domisili 

pilihan yang diperjanjikan para pihak dalam 

perjanjian pemberian jaminan yang 

diadakan untuk mengantisipasi 

kemungkinan permasalahan di kemudian 

hari timbul sehubungan dengan perjanjian 

pemberian jaminan fidusia.  

Yang disebutkan di atas hanya mengenai 

tempat di mana pendaftaran jaminan 

fidusia dilakukan. Karena di dalam Undang-

Undang fidusia tidak ada ketentuan umum 

yang bersifat memaksa, yang mengatur 

tentang domisili perjanjian pemberian 

jaminan fidusia, maka berlakulah 

ketententuan umum mengenai domisili dan 

dalam akta notaris biasanya disebutkan 
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domisili pilihan untuk perjanjian yang 

bersangkutan dan semua akibat yang 

timbul dari padanya. 

 

9. Fungsi dan Tugas Kantor Pendaftaran 

Fidusia 

Berdasarkan maksud dan tujuan 

pendaftaran maka Kantor Pendaftaran 

Fidusia memiliki fungsi dan tugas untuk 

menerima permohonan pendaftaran 

jaminan fidusia, mengumumkan 

menerbitkan dan menyerahkan jaminan 

fidusia kepada penerima fidusia. 

 

B. Perlindungan Hukum terhadap 

Penerima Fidusia ( Kreditur ) dalam 

Praktek Jaminan Fidusia 

Berbicara tentang perlindungan hukum, 

maka perlu kita tahu terlebih dahulu apa 

sebenarnya perlindungan hukum tersebut. 

Perlindungan hukum berasal dari dua suku 

kata yaitu perlindungan dan hukum. 

Perlindungan adalah hal atau perbuatan 

melindungi.
5
 

Sedangkan hukum adalah aturan untuk 

menjaga kepentingan semua pihak. 

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam 

bukunya, Perlindungan hukum adalah suatu 

upaya perlindungan yang diberikan kepada 

subyek hukum, tentang apa-apa yang dapat 

dilakukannya untuk mempertahankan atau 

melindungi kepentingan dan hak subyek 

hukum tersebut.
6
 

Berdasarkan pengertian perlindungan 

hukum tersebut, maka jika dikaitkan 

dengan kepentingan kreditur penerima 

fidusia apabila objek jaminan fidusianya 

adalah berupa barang tidak terdaftar, 

dalam hal ini berupa benda 

persediaan/stok barang dagangan 

(inventory), maka perlindungan yang akan 

diterima sesuai dengan apa yang disepakati 

                                                             
5
 DepDikBud-Balai Pustaka, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Balai Pustaka, Edisi Ketiga,Jakarta, 2001, 

hal. 674. 
6
 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum 

Perjanjian, (Bandung : Bale Bandung, 1986), hal. 20 

dan dijaminkan sebagaimana diterangkan 

dalam sertifikat jaminan fidusia yang 

dipegang oleh kreditur. 

 Hal ini sesuai juga dengan sifat 

pendaftaran dari jaminan fidusia 

sebagaimana telah dibahas sebelumnya, 

yaitu bahwa yang didaftar sebenarnya 

adalah ikatan jaminannya. Seperti yang 

telah diterangkan sebelumnya terhadap 

pendaftaran ikatan jaminan ini menganut 

asas bahwa dalam ikatan jaminan akan 

dicatatkan semua hal yang berkaitan 

dengan jaminan tersebut termasuk tentang 

benda yang terkait dengan jaminan 

tersebut. 

Jadi untuk kreditur atau penerima 

fidusia dengan objek jaminan fidusia 

berupa benda tidak terdaftar tidak perlu 

khawatir, karena dengan sistem 

pendaftaran ikatan jaminan ini dengan 

sendirinya semua stok barang dagangan 

(inventory) yang dijadikan objek fidusia 

akan dicatatkan dalam sertifikat jaminan 

fidusia, sehingga apabila terjadi 

wanprestasi dari pemberi fidusia atau 

debitur, maka kreditur tinggal 

mengeksekusi semua barang dagangan 

sebagaimana yang dicatatkan, atau apabila 

tidak ada sesuai dengan yang dicatatkan 

maka kreditur dapat mengeksekusi stok 

barang dagangan yang ada yang senilai 

dengan yang dijaminkan, karena yang 

dijaminkan adalah ikatan jaminannya bukan 

bendanya.  

Di samping itu terhadap objek jaminan 

fidusia berupa stok barang dagangan 

(inventory) yang telah dialihkan oleh 

pemberi fidusia jika terjadi wanprestasi 

oleh pemberi fidusia atau debitur, maka 

sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-

Undang Fidusia, maka hasil pengalihan dan 

atau tagihan yang timbul, demi hukum 

menjadi objek jaminan fidusia pengganti 

dari objek jaminan fidusia yang dialihkan 

tersebut. 

Sebagaimana telah diterangkan dalam 

prosedur pendaftaran jaminan fidusia 



Lex Privatum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013 

 

 

7 

 

dalam sub bab sebelumnya, dimana 

diterangkan bahwa sesuai dengan 

persyaratan untuk melakukan Pendaftaran 

Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran 

Fidusia seperti yang diatur dalam Pasal 13 

ayat (2) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia yang 

berbunyi: pernyataan pendaftaran 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

memuat : 

a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima 

Fidusia; 

b. Tanggal, nomor Akta Jaminan Fidusia, 

nama dan tempat kedudukan Notaris 

yang membuat Akta Jaminan Fidusia; 

c. Data perjanjian pokok yang dijamin 

fidusia; 

d. Uraian mengenai Benda yang menjadi 

Objek Jaminan Fidusia; 

e. Nilai penjaminan; dan 

f. Nilai Benda yang menjadi Objek 

Jaminan Fidusia. 

Dari persyaratan tersebut terlihat bahwa 

dalam Jaminan Fidusia yang didaftarkan 

tersebut ada lampiran tentang Uraian 

mengenai Benda yang menjadi Objek 

Jaminan Fidusia sebagaimana diatur pada 

Pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang 

Fidusia, dengan demikian jelas benda mana 

yang dijaminkan tersebut. Dalam hal yang 

dijaminkan tersebut berupa stok barang 

dagangan (inventory), maka akan dirinci 

tentang stok barang dagangan tersebut 

sesuai dengan daftar stok barang dagangan 

yang dibuat oleh pemberi fidusia, yang 

dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran 

Jaminan Fidusia. 

Selain itu, perlindungan yang juga 

diberikan terhadap kreditur penerima 

fidusia yang objek jaminan fidusianya 

berupa stok barang dagangan oleh Undang-

Undang Fidusia adalah diaturnya dalam 

persyaratan untuk melakukan pendaftaran 

jaminan fidusia berupa keharusan untuk 

mencantumkan tentang nilai dari barang 

atau benda yang dijadikan objek jaminan 

fidusia. Perlindungan yang diberikan 

dengan adanya pencantuman terhadap 

nilai barang atau benda yang dijadikan 

objek jaminan fidusia adalah apabila benda 

yang dijadikan objek jaminan fidusia 

tersebut tidak ada atau tidak tersedia 

sesuai dengan yang dicantumkan dalam 

lampiran, maka pihak penerima fidusia 

dalam hal ini kreditur dapat menuntut 

pihak pemberi fidusia untuk memenuhi 

kewajibannya yaitu sejumlah nilai yang 

dijaminkan tersebut. 

Keadaan ini sangat mungkin terjadi 

karena seperti diketahui stok barang 

dagangan tidak selamanya ada sesuai 

dengan yang dicatatkan karena sebagai 

barang dagangan, maka mungkin saja 

barang tersebut telah diperjual belikan 

sesuai dengan peruntukkannya. Sehingga 

dengan adanya pencantuman nilai jaminan 

tersebut akan sangat memberikan 

perlindungan terhadap kepentingan pihak 

kreditur, karena walaupun barang yang 

dicantumkan dalam lampiran atau rincian 

tentang benda yang dijadikan objek 

jaminan fidusia tidak sesuai dengan yang 

dirincikan maka kreditur tetap bisa 

mengeksekusi jaminannya senilai barang 

yang dijaminkan. Atau dengan kata lain, 

perubahan yang terjadi terhadap obyek 

jaminan fidusia dalam hal ini stok barang 

dagangan tidak perlu didaftarkan setiap ada 

penambahan atau berkurang, karena pihak 

kreditur akan mengacu kepada nilai 

jaminan dari objek yang dijaminkan. 

Dengan keadaan tersebut maka 

kepentingan kreditur dengan sendirinya 

akan lebih terlindungi. 

Undang-Undang Jaminan Fidusia juga 

memberi kemudahan dalam melaksanakan 

eksekusi melalui lembaga parate eksekusi. 

Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi ini 

tidak semata-mata monopoli Jaminan 

Fidusia, karena dalam hal gadai juga dikenal 

lembaga serupa. Pasal ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Perdata menyatakan 
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bahwa :
7
^�~í������]o��}o�Z�������]Z�l��]��l�

telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang 

adalah berhak jika si berutang atau si 

pemberi gadai bercidera janji, setelah 

tenggang waktu yang diberikan lampau, 

atau jika tidak telah ditentukan suatu 

tenggang waktu, setelah dilakukannya 

suatu peringatan untuk membayar, 

menyuruh menjual barangnya gadai 

dimuka umum menurut kebiasaan-

kebiasaan setempat serta atas syarat-

syarat yang lazim berlaku, dengan maksud 

untuk mengambil pelunasan jumlah 

piutangnya beserta bunga dan biaya dari 

��v������v���viµ�o�v�������µ�X_� 

Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan 

berbunyi :
8
  ^����]o�����]�µ���]����� i�vi]U�

pemegang Hak Tanggungan pertama 

mempunyai hak menjual objek Hak 

Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui 

pelelangan umum serta mengambil 

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan 

������µ�X_ 

Sedangkan  pasal 20 ayat (1) Undang-

Undang Hak Tanggungan berbunyi sebagai 

berikut :
9
 

^����]o�� ���]�µ�� �]����� i�vi]U� u�l��

berdasarkan : 

a. Hak pemegang Hak Tanggungan 

pertama untuk menjual obyek Hak 

Tanggungan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6,atau 

b. Title eksekutorial yang terdapat 

dalam Sertifikat Hak Tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 ayat (2) 

Pasal 29 Undang-Undang Jaminan 

Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur 

atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi 

terhadap benda yang menjadi objek 

Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan 

cara : 

                                                             
7
 Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Jaminan 

Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001, hal.113 
8
 Ibid, hal.159 

9
 Ibid, hal.159-160 

a. Pelaksanaan title eksekutorial oleh 

Penerima Fidusia ; 

b. Penjualan Benda yang menjadi objek 

Jaminan Fidusia atas kekuasaan 

Penerima Fidusia sendiri melalui 

pelelangan umum serta mengambil 

pelunasan piutangnya dari hasil 

penjualan; 

c. Penjualan di bawah tangan yang 

dilakukan berdasarkan kesepakatan 

pemberi dan penerima Fidusia jika 

dengan cara demikian dapat diperoleh 

harga tertinggi yang menguntungkan 

para pihak 

Adapun salah satu cara untuk 

melindungi kepentingan Kreditur (sebagai 

Penerima Fidusia) adalah dengan 

memberikan ketentuan yang pasti akan 

Kreditur. Diaturnya data yang lengkap yang 

harus termuat dalam jaminan Fidusia (Pasal 

6 Undang-Undang Jaminan Fidusia), secara 

tidak langsung memberikan pegangan yang 

kuat bagi Kreditur sebagai Penerima 

Fidusia, khususnya tagihan mana yang 

dijamin dan besarnya nilai jaminan, yang 

menentukan seberapa besar tagihan 

kreditur preferen. 

Perlindungan hukum dan kepentingan 

kreditur dalam Undang-Undang Jaminan 

Fidusia dapat dilihat pada Pasal 20 Undang-

Undang Jaminan Fidusia :  ^&]�µ�]�� ������

mengikuti Benda yang menjadi objek 

Jaminan fidusia dalam tangan siapapun 

Benda tersebut berada, kecuali pengalihan 

atas benda tersebut, kecuali pengalihan 

atas benda persediaan yang menjadi objek 

Jaminan Fidusia"  

Ketentuan menegaskan bahwa jaminan 

fidusia mempunyai sifat kebendaan dan 

berlaku terhadapnya asas droit de suite, 

kecuali pengalihan atas benda persediaan 

yang menjadi objek jaminan fidusia.  

Perlindungan yang sama juga dapat 

dilihat dalam Pasal 23 ayat (2) :  ^W�u���]�

Fidusia dilarang mengalihkan, 

menggadaikan, atau  enyewakan kepada 

pihak lain Benda yang menjadi objek 
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jaminan Fidusia yang tidak merupakan 

benda persediaan, kecuali dengan 

persetujuan tertulis terlebih dahulu dan 

Penerima Fidusia".  

Sanksi terhadap ketentuan di atas 

adalah pidana, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan 

Fidusia :  ^Pemberi Fidusia yang 

mengalihkan, menggadaikan atau 

menyewakan Benda yang menjadi objek 

Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan 

tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu 

dari Penerima Fidusia, dpidana dengan 

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 

dan denda paling banyak Rp.50.000.000 

(lima puluh juta rupiah). 

Atas segala tindakan dan kelalaian 

pemberi fidusia, penerima fidusia, 

berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak 

bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24 Undang-Undang Jaminan 

Fidusia : ^W�v��]u�� &]�µ�]�� �]��l�

menanggung kewajiban atas akibat 

tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia 

baik yang timbul dari hubungan kontraktual 

atau yang timbul dari perbuatan melanggar 

hukum sehubungan dengan penggunaan 

dan pengalihan Benda yang menjadi objek 

Jaminan Fidusia". 

Pada intinya maksud/tujuan dari 

perjanjian jaminan fidusia dari segi 

perlindungan hukum bagi kreditur adalah 

memberikan hak istimewa atau hak 

didahulukan baginya guna pelunasan 

hutang-piutang, debitur padanya (asas 

schuld dan haftung). 

Lebih jauh perlindungan hukum 

terhadap hak atas piutang yang 

didahulukan dapat dilihat pada ketentuan 

Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia :  

(1) Penerima Fidusia memiliki hak yang 

didahulukan terhadap kreditur 

lainnya. 

(2) Hak didahulukan sebagaimana, 

dimaksud dalam ayat (1) adalah hak 

Penerima Fidusia untuk mengambil 

pelunasan piutangnya atas hasil 

eksekusi Benda yang menjadi objek 

Jaminan Fidusia. 

(3) Hak yang didahulukan dan Penerima 

Fidusia tidak hapus karena adanya 

kepailitan dan atau likuidasi 

Pemberi Fidusia.  

Secara keseluruhan maka, beberapa hal 

yang dapat menunjukkan adanya 

perlindungan hukum terhadap kreditur 

(Penerima Fidusia) menurut UU No. 42 

tahun 1999 antara lain sebagai berikut: 

a. Adanya lembaga pendaftaran 

jaminan fidusia, yang tidak lain 

adalah untuk menjamin 

kepentingan pihak yang menerima 

fidusia; 

b. Adanya larangan pemberi fidusia 

untuk memfidusiakan ulang objek 

jaminan fidusia (pasal 17);  

c. Adanya  ketentuan  bahwa  Pemberi  

Fidusia  tidak diperbolehkan untuk 

mengalihkan, menggadaikan atau 

menyewakan (pasal 23 Sub 2); 

d. Adanya ketentuan pemberi fidusia 

wajib menyerahkan benda jaminan, 

kalau kreditur hendak 

melaksanakan eksekusi atas objek 

jaminan fidusia;  

e. Adanya ketentuan pidana dalam 

Undang-Undang Jaminan Fidusia. 

Dasar pelaksanaan Pendaftaran jaminan 

fidusia : 

1) UUJF No. 42 Tahun 1999 (Lembaran 

Negara Tahun 1999 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3889);  

2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 

Tahun 2000 tentang Tata Cara 

Pendaftaran jaminan Fidusia;  

3) Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 

2000 tentang Pembentukan Kantor 

Pendaftaran Fidusia di setiap lbukota 

Propinsi di Wilayah Negara Republik 

Indonesia;  

4) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak 

asasi Manusia RI Nomor M.08-PR.07.01 
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Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor 

Pendaftaran Fidusia; 

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) maka 

pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia 

dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia , 

Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana 

dimaksud berada dalam lingkup tugas 

Departemen Kehakiman (Pasal 12 Ayat (3)), 

yang sekarang pelaksanaannya dilakukan 

pada Bidang Hukum Kantor Wilayah 

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi 

Manusia di setiap lbukota Provinsi, dalam 

hal ini adalah Seksi Pelayanan dan Jasa 

Hukum. 

Pembebanan jaminan fidusia dilakukan 

melalui dua tahap yaitu :  

Tahap pembebanan dan tahap 

pendaftaran jaminan fidusia. Dalam Pasal 5 

(1) UUJF dinyatakan : ^W�u����v�v���v���

dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta 

Notaris dalam bahasa Indonesia dan 

merupakan Akta jaminan Fidusia"  

Akta Notaris merupakan salah satu wujud 

akta otentik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1868 KUH Perdata.  

Tahap kedua dalam proses perjanjian 

jaminan fidusia ialah pemberian jaminan 

dalam bentuk akta notaris dan kewajiban 

mendaftarkan jaminan fidusia itu, tindakan 

tersebut untuk memenuhi salah satu asas 

dari perjanjian pembebanan beban dengan 

jaminan fidusia adalah asas publisitas.  

Dengan didaftarkannya jaminan fidusia 

maka asas publisitas terpenuhi sekaligus 

merupakan jaminan kepastian terhadap 

kreditur lainnya mengenai benda yang 

telah dibebani dengan jaminan fidusia. 

Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang 

sama dengan tanggal dicatatnya jaminan 

fidusia dalam buku pendaftaran fidusia, 

yang dapaty dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pada bagian 1 debitur A dan kreditur B, 

melakukan kesepakatan berupa suatu 

utang piutang dengan pembebanan 

jaminan fidusia terhadap harta benda 

milik debitur A berupa satu unit mobil 

Kijang. 

2. Pada bagian 2, perjanjian utang piutang 

tersebut dengan jaminan fidusia, oleh 

debitur dan kreditur dibuatkan akta 

jaminan fidusia dihadapan Notaris, 

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 

5 ayat 1 (1) Undang-Undang Jaminan 

Fidusia, pada saat inilah tahap tahap 

pertama pembebanan fidusia dilakukan 

yaitu pada saat dibuatnya akta Notaris 

terhadap benda jaminan fidusia. 

3. Pada bagian 3, merupakan pelaksanaan 

tahap kedua dari pembebanan jaminan 

fidusia pada tahap ini akta jaminan 

Fidusia yang dibuat oleh Notaris 

didaftarkan pada Kantor Pendaftaran 

Fidusia yang berada di lingkungan kerja 

Kanwil Depatemen Hukum dan HAM di 

masing-masing daerah. Pada tahap ini 

asas publisitas dianggap telah 

terlaksana dikarenakan daftar umum 

pendaftaran fidusia terbuka bagi 

masyarakat luas untuk mengakses dan 

mengetahui benda-benda fidusia yang 

sudah dibebankan sebagai jaminan, 

dengan terselenggaranya asas publisitas 

melalui pendaftaran ini maka pihak 

penerima fidusia dianggap sebagai 

kreditur preferen. 

Berdasarkan penjelasan Pasal 11 

Undang-Undang Jaminan Fidusia maka 

pendaftaran fidusia dilakukan pada tempat 

kedudukan si Pemberi Fidusia, tetapi masih 

banyak pemohon (Penerima Fidusia) yang 

mendaftarkan jaminan fidusia pada tempat 

dimana benda berada yang akan 

dijaminkan. Hal ini yang menyebabkan 

beberapa permohonan pendaftaran pada 

Kantor Pendaftaran Fidusia ditolak dan 

disarankan untuk didaftarkan di Kantor 

Pendaftaran Fidusia tempat kedudukan si 

Pemberi Fidusia. Dalam hal pendaftaran ini 

Kantor Pendaftaran Fidusia tidak boleh 

melakukan penelitian tentang kebenaran 

data yang tercantum dalam akta yang akan 

didaftarkan. Kantor Pendaftaran Fidusia 

hanya meneliti pada kelengkapan 

administrasi dan data yang akan 
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dimohonkan.  

Menurut Undang-Undang Jaminan 

Fidusia tata cara pendaftaran jaminan 

fidusia dilakukan oleh penerima fidusia di 

Kantor Pendaftaran Fidusia, permohonan 

pendaftaran jaminan fidusia oleh penerima 

fidusia, diatur lebih lanjut berdasarkan PP 

No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Jaminan Fidusia :
10

  

a. Permohonan pendaftaran fidusia 

dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa 

atau wakilnya dengan melampirkan 

pemyataan pendaftaran jaminan fidusia 

yang memuat : (lihat contoh formulir 

pernyataan) 

1) Identitas pihak pemberi fidusia dan 

penerima fidusia yang meliputi nama, 

tempat tinggal/tempat kedudukan, 

tempat dan tanggal lahir, jenis 

kelamin, status perkawinan, 

pekerjaan;  

2) Tanggal dan nomor akta jaminan, 

nama dan tempat kedudukan notaris 

yang membuat akta. jaminan fidusia; 

3) Data perjanjian pokok;  

4) Uraian mengenai benda yang menjadi 

objek jaminan fidusia;  

5) Nilai penjaminan;  

6) Data Bukti hak (kepemilikan); dan  

7) Nilai benda yang menjadi objek 

jaminan fidusia  

Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia 

setelah menerima permohonan tersebut 

memeriksa kelengkapan persyaratan 

permohonan. Apabila  tidak lengkap,  

harus  langsung dikembalikan berkas 

permohonan tersebut.  

b. Apabila sudah lengkap, Pejabat 

Pendaftaran Fidusia memberikan 

sertifikat jaminan fidusia dan 

menyerahkannya kepada pemohon yang 

dilakukan pada tanggal yang sama 

dengan tanggal pencatatan permohonan  

pendaftaran  jaminan  fidusia. Dalam  

                                                             
10

 PP Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Jaminan Fidusia. 

praktek pelaksanaan penyerahan 

sertifikat fidusia ini dilakukan satu 

sampai dua mingggu dari tanggal 

pendaftaran, hal ini mengingat sarana 

dan prasarana yang sangat terbatas 

pada Kantor Pendaftaran Fidusia.  

c.  Apabila terdapat kekeliruan penulisan 

dalam sertifikat jaminan fidusia, dalam 

waktu 60 hari setelah menerima 

sertifikat jaminan fidusia pemohon 

memberitahu kepada Kantor 

Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan 

sertifikat perbaikan. Sertifikat jaminan 

fidusia ini memuat tanggal yang sama 

dengan tanggal sertifikat semula.  

Pendaftaran jaminan fidusia akan 

memberikan informasi data-data baik 

mengenai ikatan jaminannya, maupun 

bendanya, karena dalam suatu pendaftaran 

fidusia semua hal tersebut dicatat dengan 

teliti oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, 

sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 13 

Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia 

yang semuanya bertujuan untuk 

tercapainya kepastian hukum, dengan 

pendaftaran tersebut akan diketahui :  

a. siapa para pihaknya;  

b. perikatan pokok mana yang 

dijamin;  

c. besarnya utang; 

d. besarnya beban jaminan; 

e. data kepemilikan atas benda yang 

dijaminkan; 

f. klausula-klausulanya. 

Kesemuanya dicatat dengan rinci, benda 

jaminan juga dicatat dengan rinci, maka 

akan diperoleh manfaat sebagai berikut : 

a. Pendaftaran benda, pemilik mempunyai 

bukti kepemilikan yang relatif pasti. 

b. Pendaftaran ikatan jaminan, kreditur 

punya bukti hak jaminan yang pasti; 

sertifikat jaminan fidusia memberikan 

alasan hak bagi kreditur. 

c. Pendaftaran benda, pihak ketiga tidak 

bisa lagi mengatakan bahwa ia tidak 

tahu siapa pemilik benda itu, hal ini 

berkenan dengan adanya asas publisitas 
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dalam pembebanan benda jaminan.  

d. Pendaftaran ikatan jaminan pihak ketiga 

tidak lagi mengemukakan bahwa ia tidak 

tahu barang benda tertentu, milik orang 

tertentu, sedang memikul beban 

jaminan untuk kreditur tertentu. 

Dalam pelayanan permohonan Sertifikat 

Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran 

Fidusia sering menerima permohonan 

sebagai berikut : 

- Tempat kedudukan Pemberi Fidusia 

tidak termasuk dalam wilayah Kantor 

Pendaftaran Fidusia (sesuai penjelasan 

Pasal 11 Undang-Undang Jaminan 

Fidusia tempat pendaftaran adalah 

sesuai dengan tempat kedudukan si 

Pemberi Fidusia);  

- Dalam pernyataan pendaftaran fidusia 

tidak tercantum data hutang pokoknya 

(demikian juga dalam akta notaris yang 

dijadikan dasar pendaftaran). Menurut 

penjelasan notaris sebagai pihak yang 

diberi kuasa oleh Bank sebagai 

pemohon, ada beberapa pemohon 

(bank) yang tidak ingin hutang 

pokoknya dicantumkan. 

- Dalam hal jenis benda yang menjadi 

objek jaminan masih banyak ditemukan 

beberapa penerima fidusia yang 

menerima benda objek jaminan yang 

tidak mempunyai sifat kebendaan itu 

sendiri, misalnya objek jaminan fidusia 

berupa terinin proyek. Ada juga 

pemohon yang mengajukan akta Cessie 

untuk dimintakan sertifikat jaminan 

fidusia padahal akta Cessie hanya bisa 

digunakan untuk pengajuan perubahan 

sertifikat jaminan fidusia.  

- Terjadinya fidusia ulang hanya karena 

sebetulnya materi yang diajukan adalah 

untuk Perubahan sertifikat, tetapi oleh 

penerima fidusia melalui kuasanya 

didaftarkan sebagai permohonan baru.  

- Dalam hal pengajuan permohonan 

penghapusan/pencoretan tidak disertai 

surat pernyataan (sesuai Pasal 25 

Undang-Undang Jaminan Fidusia) dari 

Penerima Fidusia. 

Dengan didaftarnya akta perjanjian 

fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia 

akan mencatat akta jaminan fidusia dalam 

Buku Daftar Fidusia dan kepada kreditur 

diberikan Sertifikat jaminan Fidusia. 

Saat pendaftaran akta pembebanan 

fidusia akan melahirkan jaminan fidusia 

bagi pemberi fidusia, memberikan 

kepastian kepada kreditur lain mengenai 

benda yang telah dibebani jaminan fidusia 

dan memberikan hak yang didahulukan 

terhadap kreditur dan untuk memenuhi 

asas publisitas karena Kantor Pendaftaran 

Fidusia terbuka untuk umum. 

Jika terjadi perubahan atas data yang 

tercantum dalam Sertifikat jaminan Fidusia, 

maka penerima fidusia wajib mengajukan 

permohonan pendaftaran atas perubahan 

tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia.  

Setelah syarat-syarat kelengkapan 

administrasi dipenuhi maka Kantor 

Pendaftaran jaminan Fidusia mengeluarkan 

satu Sertifikat Jaminan Fidusia untuk si 

pemohon (Penerima Fidusia) dan satu Buku 

Daftar Fidusia untuk disimpan di Kantor 

Pendaftaran Fidusia. Suatu yang sangat 

menguntungkan bagi kreditur penerima 

jaminan fidusia adalah bahwa Sertifikat 

jaminan Fidusia mengandung kata-kata 

yang biasa disebut irah-irah, "DEMI 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 

�^�_U sebagaimana ketentuan dalam Pasal 

15 ayat (1) Undang-Undang Jaminan 

Fidusia.  

Pendaftaran fidusia secara langsung 

memberikan hak preferen terhadap 

kreditur untuk pelunasan terlebih dahulu 

atas piutangnya, hal  yang perlu diingat 

terhadap perlindungan hukum demikian 

tidak dapat dimiliki oleh kreditor apabila 

perjanjian jaminan fidusianya tidak 

didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia.  

Terhadap hal ini ada beberapa komentar 

yang perlu dijadikan koreksi:  

1) Ada sebagian pelaku bisnis yang merasa 

keberatan dengan diadakannya 
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pendaftaran fidusia ini, keberatan ini 

berkaitan dengan masih banyaknya nilai 

jaminan di bawah Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah), nilai jaminan 

yang kecil ini sangat memberatkan 

pihak pemberi fidusia (sebagai debitur), 

karena segala sesuatu biaya yang timbul 

atas adanya pendaftaran ini menjadi 

tanggungan si pemberi fidusia atau 

debitur sehingga banyak penerima 

fidusia untuk jaminan fidusia dengan 

nilai dibawah Rp.50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) tidak didaftarkan 

(kebanyakan dari BPR-Bank Perkreditan 

Rakyat); 

2) Tempat pendaftaran yang hanya ada di 

Ibukota Provinsi, sangat menyulitkan 

bagi pemohon yang kedudukannya jauh 

dari Ibukota Provinsi, hal ini 

menyangkut biaya transportasi untuk 

menjangkau tempat pendaftaran, oleh 

karena itu banyak pemohon yang 

menginginkan untuk dibukanya Kantor 

Pendaftaran Fidusia di setiap Daerah 

Tingkat II (Kabupaten/Kota) sehingga 

biayanya menjadi lebih murah. 

Berdasarkan semua keterangan yang 

telah dikemukakan di atas terlihat bahwa 

perlindungan yang diberikan oleh undang-

undang terhadap kreditur dengan objek 

jaminan fidusia berupa stok barang 

dagangan telah sangat mencukupi, yaitu 

jika yang didaftar dalam pendaftaran 

jaminan fidusia adalah berupa ikatan 

jaminan. Dengan ikatan jaminan kreditur 

dapat melakukan pemenuhan haknya 

apabila pihak debitur atau pemberi fidusia 

melakukan wanprestasi dengan 

mengeksekusi objek jaminan fidusia sesuai 

dengan yang terdapat dalam lampiran 

tentang rincian benda yang dijadikan objek 

jaminan fidusia, dan jika benda yang 

dijadikan objek jaminan fidusia tidak ada 

sesuai dengan lampiran rincian karena 

mungkin telah diperjualbelikan mengingat 

benda tersebut merupakan stok barang 

dagangan, maka kreditur tetap bisa 

menuntut pemenuhan haknya sesuai 

dengan nilai benda yang dijadikan objek 

jaminan fidusia sebagaimana dicantumkan 

dalam pernyataan pendaftaran Jaminan 

Fidusia. 

 

C. Kelemahan-Kelemahan Hukum Bagi 

Kreditur pada Suatu Perjaniian 

Jaminan Fidusia 

Dalam perjanjian kredit dengan jaminan 

fidusia diperlukan suatu perlindungan 

hukum bagi para pihak, terutama 

perlindungan hukum terhadap kreditur 

mengingat barang jaminan dikuasai oleh 

debitur. Perlindungan hukum secara umum 

diatur dalam KUHPerdata Pasal 1131, yang 

menyatakan bahwa : _^�P�o��l���v���v��]�

berhutang, baik yang bergerak maupun 

yang tidak bergerak, baik yang sudah ada 

maupun yang baru akan ada dikemudian 

hari, menjadi tanggungan untuk segala 

���]l���v������}��vP�vX_ 

Dari pengertian diatas, maka sejak 

seseorang mengikatkan diri pada suatu 

perjanjian maka sejak itu semua harta 

kekayaan, baik yang ada maupun yang baru 

akan ada dikemudian hari menjadi 

tanggungan untuk segala perikatannya. 

Sedangkan Pasal 1132 menerangkan : 

_<���v���v tersebut menjadi jaminan 

bersama-sama bagi semua orang yang 

mengutamakan padanya, pendapatan 

penjualan benda benda itu dibagi-bagi 

menurut keseimbangan, yaitu menurut 

sekecil-kecilnya piutang masing-masing 

kecuali apabila diantara para berpiutang 

itu ada alasan-alasan yang sah untuk 

�]��Zµoµl�vX_ 

Dari pernyataan ini dinyatakan bahwa 

harta kekayaan debitur menjadi jaminan 

bagi para krediturnya, hasil penjualan 

dibagi menurut imbangan masing-masing, 

kecuali ada hak untuk didahulukan.  

Sekalipun Undang-undang telah 

menyediakan perlindungan kepada para 

kreditur ditentukan di dalam Pasal 1131 

dan Pasal 1132 KUH Perdata tersebut, 
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tetapi perlindungan tersebut belum tentu 

menarik bagi calon kreditur untuk 

memberikan utang kepada calon debitur. 

Tentulah akan lebih menarik bagi calon 

Kreditur apabila hukum menyediakan 

perlindungan yang lebih baik daripada 

sekedar perlindungan berupa memperoleh 

pelunasan secara proporsional dari hasil 

penjualan harta debitur. 

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia, perlindungan bagi 

para pihak yang berkepentingan dalam 

perjanjian kredit dengan jaminan fidusia 

dengan kata lain undang-undang ini yang 

secara khusus mengatur tentang jaminan 

fidusia. Dalam Pasal 11 yang intinya 

menyebutkan bahwa benda yang dibebani 

jaminan fidusia wajib didaftarkan, 

kemudian dibuat sertifikat jaminan fidusia 

yang mencantumkan kalimat "Demi 

Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga 

sertifikat jaminan fidusia tersebut 

mempunyai kekuatan eksekutorial yang 

sama dengan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum yang 

tetap.  

Apabila debitur wanprestasi maka 

kreditur mempunyai hak untuk 

melaksanakan titel eksekutorial 

sebagaimana tercantum dalam sertifikat 

jaminan fidusia, kreditur juga mempunyai 

hak untuk menjual benda yang menjadi 

objek jaminan fidusia melalui pelelangan 

umum serta pelunasan piutang dari hasil 

penjualan atau penjualan dibawah tangan 

yang dilakukan berdasarkan kesepakatan 

bersama antara para pihak.  

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia 

untuk menciptakan perlindungan terhadap 

kreditur maka terlebih dahulu perjanjian 

Jaminan Fidusia harus didaftarkan, seperti 

yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang 

Jaminan Fidusia, pendaftaran sebagai 

pemenuhan asas publisitas, pembebanan 

jaminan fidusia yang hanya dengan akta 

Notariil tanpa dilakukan pendaftaran tidak 

akan melahirkan hak preferen terhadap 

kreditur penerima fidusia. 

Untuk kepentingan Pemberi fidusia 

terdapat ketentuan-ketentuan dalam 

Undang-Undang Fidusia yang bersifat 

melindungi mereka. Ketentuan Pasal 4 

Undang-Undang Fidusia, yang menegaskan 

sifat ikutan/accessoir dari perjanjian 

fidusia, secara tidak langsung juga 

memberikan perlindungan akan hak-hak 

pemberi fidusia atas benda jaminan, karena 

dengan itu berarti bahwa dengan hapusnya 

antara lain melalui pelunasan perjanjian 

pokok, maka perjanjian penjaminan fidusia 

otomatis menjadi hapus (Pasal 25 Undang-

Undang Fidusia). Itu berarti bahwa hak 

milik atas benda jaminan fidusia dengan 

sendirinya kembali kepada debitur/pemberi 

fidusia. Penghapusan catatan dalam daftar 

jaminan di kantor Pendaftaran (Pasal 25 

sub 3 jo Pasal 26 Undang-Undang Fidusia) 

hanya bersifat administratif saja. 

Ketentuan mengenai eksekusi benda 

jaminan fidusia (Pasal 29 Undang-Undang 

Fidusia) merupakan perlindungan penting 

akan hak-hak pemberi fidusia. Karena 

dengan ketentuan tersebut menjadi jelas, 

bahwa kedudukan dan hak-hak kreditur 

sebagai penerima fidusia dibatasi hanya 

sampai sejauh perlu untuk melindungi 

kepentingannya sebagai kreditur saja. 

Ketentuan Pasal 29 sub 1c dan Pasal 31 

Undang-Undang Fidusia memperbesar 

peluang untuk mendapatkan harga yang 

baik bagi benda jaminan, yang tentunya 

akan sangat menguntungkan pemberi 

fidusia dalam hal ini debitur. 

Pasal 29 Undang-Undang Fidusia 

mengatur tentang pelaksanaan eksekusi 

atas benda jaminan fidusia, perlu 

diperhatikan bahwa dalam Pasal 29 

tersebut dibedakan antara Debitur dan 

Penerima Fidusia dalam hal ini kreditur. 

Dalam hal debitur sendiri yang bertindak 

sebagai pemberi fidusia, maka sehubungan 

dengan penjaminan itu ada 2 perjanjian 

yang ditutup olehnya dengan kreditur, yaitu 
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perjanjian pokoknya untuk mana diberikan 

jaminan fidusia dan perjanjian penjaminan 

fidusianya. Karena dalam pasal 29 ayat (1) 

tersebut disebutkan secara umum, maka 

cidera janji debitur meliputi baik pada 

perjanjian pokoknya,maupun pada 

perjanjian penjaminannya. 

Pasal 32 Undang-Undang Fidusia 

menyebutkan, bahwa :
11

 ^���]���i�vi]�µv�µl�

melaksanakan eksekusi terhadap benda 

yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan 

cara yang bertentangan dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan 

P���o�ïU����o���u]�ZµlµuX_ 

Dari redaksi Pasal tersebut di atas, kita 

tahu bahwa ketentuan Pasal 32 Undang-

Undang Fidusia bersifat memaksa dan 

ketentuan seperti ini biasanya hendak 

memberikan perlindungan kepada pihak 

tertentu. Yang masih dipermasalahkan 

adalah kalau ketentuan itu ditujukan untuk 

melindungi kepentingan dari pemberi 

fidusia, dan penyimpangan itu justru 

dilakukan dengan sepakat daripadanya, 

apakah boleh? Kalau ketentuan Pasal 32 

Undang-Undang Fidusia dimaksudkan 

untuk melindungi kepentingan pemberi 

fidusia, maka kita tidak melihat ada 

keberatan, kalau eksekusi dilaksanakan 

dengan cara ini dapat merugikan 

kepentingan kreditur lainnya.  

Dalam praktek di dunia usaha, baik pada 

lembaga leasing maupun lembaga 

pembiayaan setelah akta pembebanan 

jaminan fidusia dibuat dengan akta Notariil 

tidak ditindak lanjuti dengan prosedur 

pendaftarannya, hal ini berkaitan dengan 

pemikiran bahwa pembebanan jaminan 

fidusia dengan akta notariil sudah cukup 

aman bagi kreditur selain itu juga lebih 

menghemat biaya pendaftaran, hal lain 

yang mendasari adalah bahwa selama ini 

pembebanan jaminan fidusia tidak 

bermasalah dalam praktek, namun sebagai 

                                                             
11

 J.Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan 

Fidusia,  PT.Citra Aditya Bakti. Cetakan Pertama 

2002 hal.330-331 

pegangan akta pembebenan jaminan 

fidusia tersebut dipersiapkan oleh kreditur 

untuk kemungkinan didaftarkan apabila 

dikemudian hari terhadap hubungan 

pembebanan jaminan fidusia tersebut 

terjadi masalah, misalnya debitur 

wanprestasi, kreditur untuk lebih aman 

memang memilih pembuatan perjanjian 

dengan akta notariil, tetapi ada beberapa 

juga yang menggunakan akta di bawah 

tangan. 

Masing-masing bentuk tindakan yang 

dilakukan kreditur tersebut di atas akan 

membawa konsekuensi tersendiri dalam 

pelaksanaan hak kreditur sebagai penerima 

fidusia, yang dapat digambarkan dalam 

skema di bawah ini : 

 
Benda/Obyek Jaminan Fidusia 

Akta Di 

bawahnTangan 

Akta Notaris Pendaftaran 

Apabila benda 

jaminan 

dibebankan 

fidusia dengan 

akta di bawah 

tangan, maka 

kreditur 

penerima 

fidusia 

merupakan 

kreditur biasa, 

apabila terjadi 

wanprestasi 

oleh debitur  

kreditur 

tersebut harus 

membuktikan 

dulu bahwa 

telah terjadi 

perjanjian 

utang piutang 

(pengakuan 

hutang), 

perjanjian 

jaminan fidusia 

dengan akta di 

bawah tangan 

tidak dapat 

menjadi dasar 

menuntut hak 

preferent nya. 

Apabila benda 

jaminan 

dibebankan 

fidusia dengan 

akta 

notariil,apabila 

debitur 

melakukan 

wanprestasi 

maka kreditur 

diakui sebagai 

penerima fidusia 

berdasarkan 

akta notaris 

tersebut, namun 

tidak sebagai 

kreditur 

preferent, 

dikarenakan 

akta fidusia 

tidak 

didaftarkan, 

hak-hak 

krediturnya 

adalah dengan 

kreditur biasa 

 

Apabila benda 

jaminan 

dibebankan 

fidusia dengan 

akta notariil 

dan kemudian 

didaftarkan, 

pada saat 

pendaftaran, 

maka seketika 

itu pula 

haknya selaku 

kreditur 

preferent 

lahir, kepada 

kreditur hak 

yang luas 

menyangkut 

eksekusi 

benda 

jaminan di 

tangan 

siapapun 

benda 

tersebut 

berada. 
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Ada beberapa permasalahan pada 

Kantor Pendaftaran Fidusia dalam 

melakukan pelayanan permohonan 

pendaftaran jaminan fidusia, antara lain 

adalah: 

- Belum ada aturan secara khusus untuk 

jangka waktu tertentu/batasan 

maksimal akta jaminan fidusia 

didaftarkan ke kantor pendaftaran 

fidusia, sehingga masih ada 

keengganan untuk melakukan 

pendaftaran dari Penerima Fidusia 

(selaku pemohon); 

- Terbatasnya sarana dan petugas 

penerima pendaftaran membuat 

permohonan sertifikat jaminan fidusia 

belum bisa diselesaikan sesuai dengan 

peraturan (1. hari), meskipun tanggal 

sertifikat adalah sama dengan tanggal 

pada saat pengajuan permohonan. 

Dari data lain di lapangan terdapat juga 

praktek pada beberapa lembaga usaha 

seperti Lembaga Pembiayaan, Lembaga 

Leasing yang menerapkan pembebanan 

jaminan fidusia dengan menggunakan akta 

dibawah tangan atau tidak dengan akta 

notariil. 

Terhadap akta di bawah tangan, 

meskipun menggunakan judul perjanjian 

fidusia, namun karena pembuatan secara 

baku, yang berarti tidak dengan akta 

notariil maka akta perjanjian tersebut tidak 

dapat didaftarkan, akibatnya kekuatan 

eksekutorial dari akta tersebut hilang, 

walaupun demikian praktek ini masih sering 

dillakukan karena selain alasan efektifitas 

dari operasional Lembaga Pembiayaan 

tersebut yang juga terbukti selama berjalan 

praktek demikian tidak berakibat buruk di 

lapangan, konsumen yang indikatornya 

dapat dilihat pada tidak banyaknya yang 

keberatan eksekusi dilakukan berdasarkan 

perjanjian fidusia secara baku tersebut. 

Terhadap kondisi demikian, secara tidak 

langsung sebenarnya telah membentuk 

opini pengusaha, bahwa perjanjian fidusia 

dengan akta dibawah tangan tidak tertalu 

membawa risiko selain itu berdampak pada 

makin tidak sehatnya persaingan usaha, 

karena pelaku usaha yang mendaftarkan 

fidusia akan dibebani biaya administrasi 

sehingga harga jual atau bunga atas jasa 

yang diberikan lebih tinggi, daripada 

pengusaha yang tidak mendaftarkan 

fidusia. 

Terhadap kenyataan ini, ada anggapan 

bahwa sebenarnya pembentuk undang-

undanglah yang membentuk suasana yang 

tidak kondusif tersebut. Pada kenyataannya 

beberapa lembaga perbankan juga tidak 

mengharuskan lembaga pembiayaan yang 

menerima bantuan kredit usaha dari 

lembaga perbankan tersebut untuk harus 

mengikuti prosedur pendaftaran fidusia 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal 

ini disebabkan risiko yang terjadi dalam 

lembaga pembiayaan tersebut berkaitan 

dengan sulitnya pengembalian modal 

karena kesukaran eksekusi terhadap benda 

fidusia menjadi risiko dari lembaga 

pembiayaan tersebut, sejalan dengan 

kenyataan ini sebenarnya kesadaran hukum 

masyarakat kitalah yang lemah, bila 

memang penegakan dan penyadaran 

hukum itu dianggap penting seharusnya 

ada tekanan dari pembuat undang-undang 

untuk mengatur pelaksanaan fidusia sama 

seperti aturan mengenai Hak Tanggungan 

dimana diberikan limit waktu pendaftaran 

akta pembebanan jaminan fidusia ke kantor 

pendaftaran fidusia, yang selama ini tidak 

ada, point penting tersebut tidak hanya 

akan membina kesadaran hukum 

masyarakat dan pelaku usaha, juga akan 

menambah produktifitas penambahan kas 

negara dari bidang tersebut. 

Diakui pendaftaran akan memberikan 

efek yang baik, terutama pada saat debitur 

wanprestasi, eksekusi benda fidusia 

menjadi mudah, pendaftaran akan 

memberikan kepastian kepada para pihak 

dari data-data yang ada, pendaftaran 

jaminan fidusia dari waktu ke waktu terus 

meningkat, namun perlu juga dicermati 
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bahwa dari saat Undang-Undang Jaminan 

Fidusia berlaku sampai sekarang ini praktek 

tidak mendaftarkan jaminan fidusia melalui 

prosedur fidusia hanya berakhir sampai di 

meja notaris juga masih banyak. 

Masih banyaknya benda jaminan fidusia 

yang dibuat dengan akta notaris tidak 

didaftarkan dan atau dibuat berdasarkan 

akta di bawah tangan yang dengan 

demikian tidak mungkin dapat didaftarkan 

bisa kita temui pada beberapa praktek 

lembaga pembiayaan seperti Adira, Federal 

Intemational Finance ataupun Finanssa, 

yang saat ini sering melakukan promosi 

kredit tanpa uang muka menanggapi hal 

tersebut menyangkut risiko eksekusi obyek 

fidusia inilah komentar  Debt Collector: 

"Masih maraknya praktek pembebanan 

jaminan fidusia dengan akta di bawah 

tangan sebenarya disebabkan bahwa 

disatu sisi masyarakat kita bisa 

menerima eksekusi yang didasarkan 

pada perjanjian jaminan fidusia meski 

dalam konsep baku sekalipun yang 

berarti tidak didaftarkan, sehingga 

dalam praktek banyak penyitaan yang 

dilakukan oleh lembaga pembiayaan di 

jalan-jalan ataupun di parkiran 

sekolahan tempat benda jaminan fidusia 

tersebut berada tanpa keberatan atau 

perlawanan dari pemiliknya, faktor ini 

disebabkan masih adanya budaya malu 

di kalangan masyarakat menengah yang 

memberikan respon kepada pelaku 

usaha untuk mempraktekkan konsep 

tidak perlunya pendaftaran fidusia". 

"Dari beberapa praktek pembebanan 

fidusia bisa dilihat bahwa sebagian 

besar terhadap pembebanan fidusia 

kendaraan roda dua tidak didaftarkan, 

meskipun nilai risiko loss nya tinggi, 

karena roda dua selain memiliki suku 

bunga kredit yang tinggi, nilai kreditnya 

lebih rendah (investasi perusahaan) juga 

dalam pengambilan paksanya tidak 

terlalu bermasalah". 

Terhadap perjanjian fidusia yang dibuat 

dengan akta di bawah tangan atau yang 

didaftarkan kemudian, dari beberapa 

kutipan  Notaris terangkum beberapa 

pandangan sebagai berikut: 

Notaris Purwita :
12

 

"Masih banyaknya praktek-praktek 

perjanjian fidusia yang dibuat secara 

baku atau yang dibuat secara notariil 

tetapi tidak didaftarkan atau yang 

didaftarkan kemudian, sebenarya telah 

menempatkan banyak pihak dalam 

posisi yang lemah, terutama terhadap 

pemegang fidusia, baik menyangkut 

eksekusi maupun perlindungannya 

terhadap pihak ketiga, masalah ini 

sebenarya adalah masalah kita semua, 

baik pelaku bisnis, penegak hukum 

maupun notaries selaku Pejabat Umum 

yang berwenang membuat akta fidusia, 

dalam konsep yang paling dasar 

notarislah yang sebenamya harus 

memberikan arahan pentingnya tindak 

lanjut berupa pendaftaran terhadap akta 

jaminan fidusia, sayang sekali Undang-

Undang tidak mempressure hal tersebut, 

sehingga dikalangan notarispun 

persaingan usaha tidak sehat terjadi 

berupa pemberian arahan-arahan yang 

seakan-akan pendaftaran fidusia bisa 

belakangan, guna memberikan kesan 

bahwa notaris tersebut sangat fleksibel, 

hal ini supaya klien merasa sangat 

murah menggunakan jasanya, padahal 

sebenamya risiko ditinggalkan pada klien 

nya tersebut, karena praktek demikian, 

maka sebenamya sebagian besar pelaku 

usaha yang mendaftarkan jaminan 

fidusianya di Kantor Pendaftaran Fidusia 

lebih didasarkan pada kesadaran pribadi 

dari pada adanya anjuran dari notaris". 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
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1. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi 

kreditur dalam suatu perjanjian jaminan 

fidusia lahir dari pembuatan Akta 

pembebanan jaminan fidusia yang 

dibuat secara notariil, dan terus 

dipertegas dengan pendaftaran ke 

Kantor Pendaftaran Fidusia demi 

mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. 

Dengan didaftarkannya jaminan fidusia 

maka asas publisitas terpenuhi ini 

merupakan jaminan kepastian hukum 

terhadap kreditur dalam pengembalian 

piutangnya dari debitur.  

2. Adapun kelemahan-kelemahan dalam 

pelaksanaan perlindungan hukum bagi 

kreditur pada suatu perjanjian fidusia 

ialah masih banyaknya ditemukan dalam 

praktek di dunia usaha benda jaminan 

fidusia yang dibuat dengan akta notaris 

yang tidak terus didaftarkan ke Kantor 

Pendaftaran Fidusia atau hanya dibuat 

berdasarkan akta di bawah tangan 

sehingga  akibatnya, eksekutorial dari 

akta tersebut hilang dan kreditur tidak 

mendapatkan hak preferennya. 

 

B. Saran 

1. Sebaiknya perlu didiskusikan atau 

diseminarkan tentang pembentukan 

lembaga eksekusi terhadap perjanjian 

jaminan fidusia, dan pentingnya 

pendaftaran benda yang menjadi objek 

jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran 

Fidusia demi mendapatkan sertifikat 

untuk mencegah terjadinya wanprestasi 

oleh debitur. 

2. Perlu adanya penyadaran hukum dan 

sosialisasi mengenai pelaksanaan fidusia 

sehingga kelemahan-kelemahan yang 

terdapat dalam Undang-Undang 

Jaminan Fidusia dapat diminimalisasi 

dalam suatu perjanjian fidusia, misalnya 

dengan membentuk kesepakatan 

pengawasan terhadap obyek fidusia. 
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